BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS PENOLAKAN
PERMOHONAN WALI HAKIM OLEH KEPALA KUA
KECAMATAN NGETOS

A.Pendapat KUA Kecamatan Ngetos Tentang Penolakan Permohonan Wali

Hakim Karena Masafatul Qasri
Pernikahan dengan menggunakan wali hakim atas alasan masafatul gasri

adalah jika wali seorang perempuan berada jauh sejauh jarak yang dibolehkan

untuk meng-gasar shalat dengan jarak sejauh 92,5 km, maka wali hakim
diperbolehkan untuk menjadi wali dalam pernikahan.

Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Ngetos Bapak Agus
mengenai penolakan permohonan wali hakim atas kasus Subekti warga Ngetos
Nganjuk Jawa Timur dengan Lusiana warga Grobogan Jawa Tengah yang
terjadi di Ngetos dengan alasan masafatul gasri adalah sebagai berikut:

1. Kasus yang terjadi di Ngetos yang mana Bapak Agus menolak untuk
menjadi wali hakim pernikahan Subekti dan Lusiana memiliki pendapat
bahwasannya konsep masafatul qgasri yang diperbolehkan pada zaman
dahulu merupakan konsep klasik. Bapak Agus menganggap konsep klasik
ini jika dikontekskan dengan realita zaman dahulu merupakan jarak
tempuh yang sangat jauh dan memerlukan waktu berhari-hari untuk
menempuh jarak tersebut. Hal ini bisa dilihat pada zaman dahulu
menggunakan sarana transportasi untuk menempuh jarak tersebut dengan

menggunakan hewan seperti unta, kuda bahkan jalan kaki.
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Realita di zaman sekarang, jarak 92,5 km bukan merupakan jarak yang
jauh, melihat dengan adanya alat tranportasi baik darat maupun udara,
yang jika diperkiarakan hanya bisa di tempuh dengan jarak tempuh sekitar
satu jam jika menggunakan udara dan sekitar tiga sampai empat jam jika
menggunakan darat.

Setelah Bapak Agus memeriksa berita acara saudara Subekti dan Lusiana
setelah ditimbang dan diperhatikan, bahwasannya setelah melakukan
wawancara dengan Lusiana, ditemukan bahwasannya Lusiana masih
memiliki saudara yang dapat dijadikan sebagai wali nikah. Wali nikah
Lusiana secara fisik dan finansial dapat menghadiri akad nikah tersebut.
Oleh karena itu Kepala KUA Ngetos Kecamatan menolak permohonan
Wali hakim oleh saudara Lusiana, dengan alasan masafatul gasri di zaman
sekarang tidak bisa dipersamakan dengan masafatul gasri konsep lama.
Selain itu Kepala KUA juga memberikan alasan atas penolakan
permohonan wali hakim karena adanya kemadharatan, karena kepala
KUA Ngetos memilih sikap hati-hati, bahwasanya Kepala KUA Ngetos
harus terlebih dahulu mengetahui latar belakang tidak bisa dihadirkannya
wali nasab dalam pernikahan Lusiana. Kepala KUA atau petugas di
lapangan perlu menyelidiki kebenaran fakta yang sesungguhnya bahwa
seorang wali nasab tidak dapat melaksanakan perwaliannya. Perlu kehati-
hatian dan penuh pertimbangan dari sisi hukum syariyyah dan peraturan
perundang-undangan, agar nikah dengan wali hakim tidak digugat di

belakang hari.
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B. Analisis Mengenai Pendapat KUA Kecamatan Ngetos Tentang Penolakan
Permohonan Wali Hakim Karena Masafatul Qasri
Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa wali hakim adalah wali nikah

dari hakim atau gadi, Rasulullah SAW. bersabda :
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Artinya : “Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saw

bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka
nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka
ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah
dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa
dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali”
Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih
menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim”.

Orang-orang yang berhak menjadi wali adalah pemerintah, khalifah,
penguasa atau gadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara
menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di
atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka di
daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Menurut Slamet Abidin dan H. Aminuddin dalam bukunya Fiqih Munakahat 1

dibenarkan adanya wali hakim menjadi seorang wali dari sebuah akad nikah

jika dalam kondisi-kondisi berikut :>

" At-Tirmidhi, Jami v at-Tirmdhi, (Riyad : Dar al-Islam,t.t.), 1757.
* Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Figih Munakahat 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 91-
92.
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a. Tidak ada wali nasab;

b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali agrab atau wali ab’ad,

c. Wali agrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh + 92,5 km (masatatul
qasri) atau dua hari perjalanan;

d. Wali agrab dipenjara dan tidak bisa ditemui,

e. Wali agrabnya a’dal,

f. Wali agrabnya berbelit-belit (mempersulit);

g. Wali agrabnya sedang ihram,

h. Wali agrabnya sendiri yang akan menikah; dan

i. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir
tidak ada.

Sementara, wali hakim tidak berhak menikahkan apabila :

a. Wanitanya belum baligh;

b. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu;
c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah;

d. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

Penolakan permohonan wali hakim yang dilakukan oleh kepala KUA
Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk (Agus Saifudin Azis) tidak bisa
dibenarkan dengan argumennya sendiri yang menyatakan bahwasannya harus
mendatangkan wali nikah. Bapak Agus berpendapat bahwasanya jarak
masafatul gasri dengan jarak 92,5 km tersebut merupakan konsep klasik.

Menurut beliau dari konsep masafatul qasri klasik memberikan

keterangan jarak yang sangat jauh, hal ini melihat pada zaman dahulu
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transportasi ditempuh dengan menggunakan hewan seperti halnya unta, atau
kuda.

Realita di zaman sekarang, jarak 92,5 km tidak merupakan jarak yang
jauh, melihat dengan adanya alat tranportasi baik darat maupun udara, yang
jika diperkiarakan hanya bisa di tempuh dengan jarak tempuh sekitar satu jam.
Sedangkan wali nikah saudara dari Lusiana, secara fisik dan finansial dapat
menghadiri akad nikah tersebut, dengan alasan masafatul gasri di zaman
sekarang tidak bisa dipersamakan dengan masafatul gasri konsep lama.’

Hal ini sesuai dengan menggunakan dalil yang berupa kaidah ushul figh,
yaitu :

Uis 515324 ol g 3315 (S
Artinya : “Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan
dan meniadakan hukum.”

Penjelasan dari dalil di atas Bapak Agus mencoba menjelaskan bahwa
berubahnya hukum tergantung dari situasi yang dihadapi saat itu. Dengan arti
kata Bapak Agus tidak sepakat dengan konteks masafatul qasri klasik yang
digunakan pada zaman sekarang.

Seperti halnya juga dijelaskan pada kitab Nihayatul muhtaj ila sharhil
minhaj yang berpedoman kepada figh Madhhab Imam Syafi’i dijelaskan :
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3 Agus Saifudin, Wawancara, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngetos, 06 Juli 2015.
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Artinya : “Apabila wali nasab terdekat bepergian dalam jarak dua
marhalah (gasar) atau lebih jauh dan tidak ada status kematiannya
serta tidak ada wakilnya yang hadir dalam menikahkan perempuan
dibawah perwaliannya maka Sultan (wali hakim) dapat menikahkan
perempuan itu. Bukan wali jauh walaupun kepergiannya lama dan
tidak diketahui tempat dan hidupnya. Hal itu karena tetapnya status
kewalian wali yang sedang pergi. Namun yang lebih utama meminta
ijin pada wali jauh untuk keluar dari khilaf ulama”.

Alasan Bapak Agus tersebut juga tidak sesuai dengan Pedoman Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam tahun 2004 tentang wali hakim, yaitu :

1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau

2) Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya, atau

3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang
sederajat dengan dia tidak ada, atau

4) Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh masafatul qasri (sejauh
perjalanan yang membolehkan shalat gasar) yaitu 92,5 km, atau

5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau

6) Wali a’dal, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau

7) Wali sedang melakukan ibadah haji/umrah.
Pada point ke-4 juga secara jelas bahwa alasan “Wali berada di tempat

yang jaraknya sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan

shalat gasar) yaitu 92,5 km”, maka boleh mengajukan dan dikabulkan

* Syamsudin Muhammad, Nihayatul muhtaj ila sharhil minhaj, juz 6, (Beirut : Dar al-Kutub al-
Ilmiah, t.t), 241.
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permohonan wali hakim dan berdasarkan sepemahaman penulis Bapak agus
selaku Kepala KUA mengindahkan hal ini.

Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun
1987 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Tentang
Wali Hakim menyatakan sebab-sebab perpindahan wali nasab ke wali hakim,
diantaranya:

a. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak.
b. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat.

c. Wali nasabnya mafqud.

d. Wali nasabnya berhalangan hadir.

e. Wali nasabnya a’dal.

Dinyatakan pula dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama
(PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bahwa Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon
isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat,
berhalangan atau a’dal Dari pernyataan tersebut, “wali nasabnya tidak
memenuhi syarat” pada kedua pasal di atas adalah bilamana jajaran wali nasab
baik wali dekat maupun wali jauh kedua-duanya tidak memenuhi syarat
sebagai wali, maka perwalian beralih ke wali hakim, karena yang dimaksud
wali nasab adalah wali yang terdiri dari wali agrab dan wali ab ‘ad.

Selanjutnya, pendapat Bapak Agus mengenai kemadharatan. Beliau
menjelaskan menolak permohonan wali hakim bukan tanpa sebab, karena

Lusiana berasal dari Kabupaten Grobogan dan harus terlebih dahulu
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mengetahui latar belakang tidak bisa dihadirkannya wali nasab dalam
pernikahan Lusiana. Apabila beliau langsung menerima permohonan tersebut
tanpa prinsip kehati-hatian ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan
agar nikah dengan wali hakim tidak digugat di belakang hari.

Dalam hal madharat yang menggunakan sikap kehati-hatian ini, penulis
juga tidak sependapat dengan alasan yang dikemukakan oleh Bapak Agus
karena menurut hemat penulis, kepala Kantor Urusan Agama khususnya
kepala KUA kecamatan merupakan orang yang paling vital dan bertanggung
jawab dalam masalah nikah dan rujuk. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan
Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim pasal 1 ayat (2)
Menteri Agama RI menunjuk Kepala KUA kecamatan untuk menjadi wali
hakim bagi mereka yang tidak mempunyai wali. Dalam Kompilasi Hukum
Islam (Fikih munakahat ala Indonesia) dalam pasal 23 ayat (2) menyatakan
bahwa seorang wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah bila wali
nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui
tempat tinggalnya atau walinya ghaib atay a’dal (enggan).

Tentang alasan bapak agus menolak permohonan wali hakim karena
adanya madharat, sebetulnya bapak agus tidak perlu khawatir terhadap hal
tersebut, meskipun adanya madharat, akan tetapi hukum yang berlaku di
indonesia sudah demikian adanya. Apabila suatu saat nanti terjadi gugatan,
maka pihak dari KUA menjelaskan kronologi yang sebenarnya terjadi dan
yang menanggung resiko adalah yang bersangkutan (Lusiana) karena telah

berbohong di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Ulama fikih juga mempunyai
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alasan yang kuat untuk mengeluarkan pemikirannya. Jarak masafatul qasri
sejauh 92,5 km atau dua marhalah sudah dianggap jauh, tidak peduli
menggunakan alat transportasi apapun, karena jarak yang sedemikian adalah

jarak dimana kita diberikan keringanan untuk menggasar sholat.



